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DEFINISI

SATU DATA:

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN
2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA,
PASAL 1 AYAT (1)

Kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk
menghasilkan Data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat
dan Instansi Daerah melalui pemenuhan
Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data,
dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data
Induk. 

KEMISKINAN:

SISTEM RUJUKAN BPS

Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai
penduduk miskin jika memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan



Setiap tahun BPS rilis angka
kemiskinan tanpa disertai
by name by address
(BNBA), sementara BNBA
tersebut dibutuhkan oleh
Pemerintah Kota Samarinda
untuk menurunkan angka
kemiskinan
Contoh: 
Tahun 2022 angka kemiskinan
Kota Samarinda sebesar 4,85%
(41.950 Jiwa) namun 40.488 Jiwa
tersebut tidak dapat dilihat
BNBAnya sehingga tidak dapat
disasar

Penerima bantuan berbeda-
beda karena disusun parsial
oleh masing-masing OPD,
sehingga berpotensi terjadi
pemborosan anggaran dan
sulit untuk dipantau manfaat
dari bantuan tersebut
Contoh:
Program Pelatihan ketenagakerjaan
meminta data ke kelurahan,
Program bantuan bibit meminta
data ke kelurahan, kedua hal itu
disebabkan tidak adanya Satu Data
Kemiskinan yang menjadi acuan
semua OPD

Pengelolaan data kemiskinan
tidak dilakukan dalam aplikasi
atau sistem milik pemerintah
kota

Contoh: 
Database pada SIKS-NG tidak
tersimpan di server pemerintah
kota sehingga datanya tidak
dapat dibagipakaikan oleh
pemerintah kota untuk program
penanggulangan kemiskinan

URGENSI SATU DATA KEMISKINAN

Guna memperoleh satu data kemiskinan, maka tahun 2023 Dinas Kominfo
melaksanakan Survei Kemiskinan yang hasilnya akan dikelola melalui aplikasi
Social Security Number (SSN) sebagaimana program unggulan bapak wali kota



Data dikumpulkan
oleh enumerator

Hasil enumerator
diperiksa oleh

pemeriksa

Hasil pemeriksa
tersebut kemudian

dilakukan quality control
oleh koordinator

SURVEI KEMISKINAN

KRITERIA MISKIN DIAMBIL DARI
BERBAGAI REFERENSI

SURVEI DILAKUKAN SECARA PROFESIONAL DENGAN
MENGEDEPANKAN KUALITAS DATA MENGGUNAKAN
APLIKASI SURVEI BERBASIS WEB, DENGAN TAHAPAN:

SASARAN SURVEI 43.440 RUMAH TANGGA,
154.044 JIWA YANG TERDIRI DARI 

DATA SSN DAN PK3E

SURVEI DILAKSANAKAN PADA BULAN
SEPTEMBER-OKTOBER 2023

ENUMERATOR, PEMERIKSA, DAN KOORDINATOR
DIPEROLEH MELALUI REKRUTMEN DAN
WAWANCARA

VALIDASI DATA MISKIN DAN TIDAK MISKIN DILAKUKAN
OLEH TIM GABUNGAN 



Pembahasan hasil
survei kemiskinan
dengan
kecamatan dan
kelurahan

 TIMELINE
JULI 2023 AGUSTUS 2023 September-

Oktober 2023
Oktober-

November 2023

Rekrutmen petugas
(enumerator,
pemeriksa,
koordinator)
berupa seleksi
berkas dan
wawancara

Pengembangan
aplikasi survei
berbasis web

Perumusan kriteria 

Penyiapan data
sasaran

Sosialisasi untuk
kecamatan dan
kelurahan

Bimtek petugas
(enumerator,
pemeriksa,
koordinator) 

Uji coba aplikasi
survei berbasis web
oleh enumerator,
pemeriksa,dan
koordinator

Enumerator,
pemeriksa,
koordinator
melaksanakan
survei kemiskinan

Rilis sementara
hasil survei
kemiskinan

November 2023

Rilis final hasil
survei
kemiskinan



SUMBER DATA
SURVEI KEMISKINAN

Data Social Security Number
(SSN) 

yang telah ditetapkan oleh Forum Data
pada tahun 2021, bersumber dari DTKS
yang telah diverval oleh kelurahan

DATA P3KE

yang telah ditetapkan oleh Menko PMK
pada tahun 2022 bersumber dari
Pendataan Keluarga BKKBN tahun 2021



36.970
rumah tangga

128.043
jiwa

8.825
rumah tangga

44.524
jiwa

1.601
rumah tangga

9.039
jiwa

diverval Dinsos

SUMBER DATA SURVEI KEMISKINAN

Data Social Security Number
(SSN) 

 merupakan sasaran awal
survei kemiskinan

P3KE Desil 1 

Sasaran survei 43.440 rumah tangga yang terdiri atas 154.044 jiwa
diperoleh dari:

sisanya

7.224
rumah tangga

35.485
jiwa

sebanyak

sehingga tambahan sasaran
Survei Kemiskinan

menjadi35.485 jiwa

P3KE Desil 1
sebanyak 

9.489 jiwa

sudah masuk
dalam SSN 6.470

rumah tangga
26.001

jiwa



APLIKASI SURVEI



DASHBOARD
Dashboard pada aplikasi survei
menghadirkan informasi penting,
termasuk total rumah tangga yang
menjadi target survei dan jumlah
rumah tangga yang telah berhasil
di survei. Selain itu, juga tersedia
panduan survei yang memberikan
petunjuk langkah demi langkah
kepada pengguna dalam bersikap
dan berinteraksi. 



GEO TAGGING
Aplikasi survei ini juga
memungkinkan pengguna untuk
melihat lokasi geografis para
responden secara visual melalui peta
interaktif. Fitur ini memungkinkan
pengguna untuk mengidentifikasi
pola atau tren yang mungkin terkait
dengan lokasi tertentu, memberikan
wawasan lebih dalam tentang
persepsi responden.



KATEGORI SURVEI
Survei dalam aplikasi ini memiliki dua
kategori utama. 

Pertama, survei rumah tangga yang
mencakup aspek-aspek seperti data
responden, informasi perumahan, aset yang
dimiliki, persepsi, serta dokumentasi terkait. 

Kedua, terdapat survei anggota rumah
tangga yang lebih fokus pada data dan
karakteristik individual dari setiap anggota
dalam rumah tangga. 



FORM SURVEI



TERIMA KASIH


